PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT ITI BANYUMAS
NOMOEK 14 TAHUN 1994
TENTANG

- PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN
KARTU TANDA PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pencatsatan data
kependudukan serta bukti diri, perlu
diadakan Pendaftaran Penduduk, Kartu
Relusrga dan Kartu Tanda Penduduk
Rabupsten Daerah Tingkat II Banyumas;

b. bahwa dengan diterbitkannya Sursat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor
474 .4/007516 perihal Tertib Adminis-
trasi Kependudukan, maka Peraturan
Dazerah _Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Banyumas Nomor 3 Tahun 18978 tentang
Pendaftaran Penduduk, Kartu Kelusrgsa
i dan Kartu Tanda- Penduduk Kabupaten
. Daerah Tingkat II Banyumas sebagaima-
na telah beberapas kali diubsh tersk-
hir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Dserah Tingkat 11 Banyumas Nomor 12
Tahun 1992 tentang Perubahan Keempat
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun
1978 tentang Pendaftaran Penduduk,
Eartu Keluarga dan Kartu Tanda Pendu-
duk sudah tidak sesusi lagi ;
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bahwa sehubungan dengan hgj

di atas, maksa perlu menetapksn kent
11 Peraturan Daerakh Kabup 8~

-
D]
-

™ :]
Daerah Tingkat II Banyumas ent::n
Pendaftaran Penduduk, Karty eluargg

dan Kartu Tanda Penduduk ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 195,
tentang Pembentukan Daerah—daerah
Kabupaten,,Dalam‘Lingkgngan Propins;
Jawa Tengah L

2. Undsng-undang Nomor i2/Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umunm Retribusi
Daeran (Lembsran Hegsars Republik
Indonesis Tahun 1957 Nomor 57, Tamba-
_han Lembsran Negars Republik Indone-
‘sia Nomor 12887 ;

3. Undang—undang Homcr 5 Tahuon 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah’ - (Lembaran Negarsg Republik

" Indonesia Tahur 1874 Nomor 38, Tambsa-
han~Lembaran_Negara_Republik indone-
sigz Nomoer 30373 2 ;

4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tszhun
1877 tentang Pendsftaran Penduduk ;

Perstursn Menteri Dslam Negeri Nomor

8 Tahun 1977 tentang Pelaksanasan

Pendaftaran Penduduk -

o1

>

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
404 Tahun 1977 tentang FPedoman Penyu-
sunan Peraturan Daerah Tingkst II
tentang Kartu Keluargs, Kartu Tands
FPenduduk dan Perubshan Dalar Rangka
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk 3
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RKeputu=san Menteri Dalsm Nederi Nomor
48 Tahun 1990 tentang Perubhshan Pasal
7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1877
tentang Pedoman Penyusunen Persturan
Daerah Tingkat II tentang Kartu
Keluarga, Kartu Tandza Fenduduk dan
Perubahan Dslam Rangka Pelaksanaan
Pendaftaran Penduduk ; cie ..

Keputusan Menteri Dalam Negeri ~Nomor
24 Tahun 1891 tentang Jangka _Waktu
Berlakunya. - ‘nar}u ' Tands  Penduduk
Berusia 60 tanun Xe Etas S e G

0

S. heputUaan Hente‘l Dslam Negerl . Nomor
84 1ahup 198° tentang Bentuk peratu—
ran . Uaeran dan Peraturan Daerah
FPerubahan ; - v

10, Feraturan  Daeral Kabhgﬂl err  Daerah
Tingkst II Banyumas Nomcr . 11 .Tahu
1985 tentang Penunjukkan, Pengangka-
tan,. RKewenangan - dan  FPemherhentian

- Pegawai Negeri Sipil Sebagsi Penyidil
Pade  Pemerintah Kabupaten = Daersh
Tingkat Il Banyumas (Lembarazn Daerah
Esbupsten Dsaserah  Tingkat II Banyu-
mas Seri D .Tahun 1588 Nomer 3) ;.

setujuan Dewan rerwak1¢a‘h‘aqﬁ€a:> Daerah
eran Ti ghau II Banvumss .. - - -

HWEMUTUSEKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-

'~K£T II BAKYUMAS = TENTANG  PENDAFTARAN

PENDUDUK, KARTU XKELUARGA DAR.KARTU TANDA
'PENDUDUK. , N I
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BAB I
- RETENTUAN UMUM
o Pasal 1°

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dquan :

a. Daerah adslah Kabupaten - Daerah  Tingkst I
Banyumas ; e

b. Bupati Kepsls Daersah adalah Bupati Kepals Daergp,

-~ Tingksat II Banyumas ; e

c. Dewan Perwskilan Rakyat Daerah sdalah Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkst I
Banyumsas : -

d. Inspektorat Wilayah adslah Inspektorat Wilaysp
Kabupsten Daerah Tingkat II Banyumas ;

e. Bagian Tats Pemerintahan adslah Bagian Tats
Pemerintahan Sekretsriat Wilayah/Daerah Tingkat II

Banyumas ; B

Penduduk sadalah setisp orang, baik Wsrgs Negars

Indonesia msupun Orang Asing- ysng bertempat ting-

gal tetsp di Daersah ; _

g. Penduduk Orsang Asing adslah Orang Asing vang telah
menetap di Daerah sesuai dengen ketentusn Per-
gturesn Perundang-undangan vang berlaku ; _

h. Penduduk Sementars sdalsh Warga Negasrs Indonesia
atau Orang Asing yang berdiam untuk sementsra di
Daerah ; S '

i. Kartu Keluarga adalah Kartu vang memuat daftar
nama-nama keluarga yang secars kemasyarakatan
menjadi tanggung jawab Kegala Keluargs ; :

J. Kepals Keluarga adalah - : -
1. Laki-laki atau perempuan kawin atau tidak

kawin, vyang secars kemasyarakatan bertanggung
Jawsb stas keluarganya ;

2. Orang yang bertempat tinggsal seorang diri ;

3. Kepala kssatrian, asrama, rumah piatu, dan
lain-lain perumahan dimana beberapa orang
bertempat tinggsl bersama ; '

4. Orang- yang menjadi etau dianggap menjadi
kuasa/wakil orang yang terganggu ingatannys ;

]
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. " enguassi
2. Kuass dari orang yang kehilangan Eﬁk, ﬁeputusan
atau mengurus harta bendanya menurutf
Pengadilan ; ) . Diri
K. Rarty Tanda Penduduk adslsh Kartu Bukti

; i ale
So€itinasi) yang dikeluarksn oleh Bupati Kep

: At v ﬂh
8erah vyang menunjukkan bahwa pemiliknys adal
y  oonduduk Daersn

urat eterangan Pendaftaran Penduduk Sementara
adalah bukti'diri yang wajib dimiliki oleh Orang
Asing yang: belum mempunyai-Surat Keterengan Kepen-
'dUduk&nf(SKK) Model A dan B dari Rantor Imigrasi ;
M. Surat Keterang&n Kependudukan adalah bukti Keter-
angan Pendaftarap Penduduk Wargs Negara Asing yang
_ eh Kantor Imigrasi ysng dapat digu-
- Salah ssatg Svaratl pegrosesan Kartu
*andea Penduduk Wargs Negars Asing _, '
SEin P?rUD&h&n adalsgh mutasi yang terjadi dalam

3

.
2

. susatu
1 Karena eerpindahsn, kelahiran dan
Kematigr R -

o Pgm}l ¥ adalah Orang yang namz dan “eterangan
dirinve tercatat dalam Kartn Tanda Pendudnk ;

D. K?lurahan/Desa adalsh Kelurahan/Desa. sebagsimans
Cimaksud dalam Pasg] 1 huruf a dap b Undang~undang
Nomor § Tahun 1879 tentang Pemerintahan [lesg ; .

S. Eas Daerzh adalah Kas Pemerintakh Aabupzten Uasrah
Tingkatr 73 Banyumas .

N BAR  II

P E

PENDAFTAREG

Pasal 2
Setisp penduduk di Daerah wajib mendaftarkan diri
kepadz Kepala Kelurshan/Dess untuk memiiiki Rartu
Eeiuarga dan atau Kartu Tanda Penduguk

Pasal 3

180 Pénduduk'Sementara Varga Negars Asing yang
iam di Daerah, wajib mendafterksn diri kepads
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Bupati Kepala Dsersh untuk memiliki Surat Keter-

angan Pendaftesran Penduduk Sementars.

ig;at Ketersngan Pendaftaran Penduduk Sementara
idak merupskan bukti kependudukan, - melainkan

. Sebagai bukti pendaftaran diri.

Ben?uk, ukuran, warna, isi dan tetas cara mendsa-
gatkan Surat ~K§terangan Pendaftaran Penduduk
oementars sebsagaimsna dimesksud dslam ayet (1) dan

. {(2), diatur 1lebih 1lanjut oleh Bupati Kepala

Daerah.

Surst -Keterangan Pendaftarsanr Penduduk Sementars
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku
Se}ama 2 (dua) tahun bagi Wargs Negara Asing yang
beium memiliki Surat Keterangan Kependudukan

(SKK) model A dan B.

4

jt

Passa

Untuk melaksanakan Pendaftaran Penduduk, Bupati
Repala Daerah membentuk Tim Pelaksansa Pendaftaran

Penduduk.

Tim Pbiaksana Pendaftaran Penduduk sebsgaimansa
dimasksud dzliam avat (1), bertugas membantu pelak-
sansan Pendaftaran Penduduk dan bertanggung Jjawab

kepada Bupati Kepalza Daerah.
BAB IIl
KARTU EELUARGA

Pasgl &

(1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluargs

(2) Rartv Keluarga berlaku untuk selamanya dan setlap

3 (tiga) tahun sekali diadakan her registrasi.
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(4)

(5

~~
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N
Job

(27

(3)

(4)

Dalam Kartu Reluargs dicsntumksn dats Kepals
Keluarga dan Anggots Keluargs.

Anggota Keluargs vyang tercantum dalam Kartu
Keluarga adalah mereks vang secara kemasyarakatan
menjadl tanggung jawsb Kepala Keluarga.

Bentuk, ukuran, warns,
patkan Kartu Kel
Bupati Kepsals Dg

isi dan tata cars menda-

uarga diatur lebih lanjut oleh
ergh.

BAB 1TV
KARTU TANDA PENDUDUKR
Pasal 8

Setisp penduduk vang telah berusia 17 (tujuh
belas) tshun dsn atau

telah kawin waiib memiliki
Kartu Tandsa Penduduk.

Bentuk, ukuran, warnsa, 1isl dan tstz csrs mends—
patkar EKartu Tanda Penduduk disatur iebih  lanjut
cleh Bupati Kepsls Daserzh.

Paszl 7
“artu Tands Penduduk diberikan olen Bupati Kepzls
Dgersh
Kartu Tanda Penduduk berlsku untuk jangkz waktn 3
(tiga) tahun berdasarkan tanggal lahir dari wajib
Kartu Tandz Penduduk yvang berssngkutan.

Kartu Tanda Penduduk yang telsah ?erakhl; mna
berlakunve harus dilaporkan ole;
untuk diperpanjang atau diperbahsrui.

Kartn Tanda Penduduk yang rusak atau hilsng dapat
aiganti setelah pemilik menyerahkan Kartu Tanda
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Penduduk yang rusak atau surat Tanda Lapor kehi-
langan dari Kepolisian setempat.

(5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu
Tanda Penduduk.

Pssal 8

(1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun
ge atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang
Jangka waktu berlakunya untuk seumur hidup.

(2) Ketentuan sebagaimans dimasksud dslam ayat (1),
hanya berlaku bagi Penduduk Wargs Negara Indo-
neslia yang bertempat tinggsl/domisili tetap.

(3) Jangks wsaktu Kartu Tands Penduduk seumur hidup
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diber-
lakukan bagi Warga Negarz Indonesia yang terlibat
lsngsung astzupun tidsk langsung dengan Organisasi
Terlarang (OT;}.

(4) Ketentusn sebagaimana dimaksud dslesm ayat (2),
tidak berlaku lag: apabin ysur bersangkutan
mengalami perubszhan tempst tinggal /aomisili tetap
dsn stau identitas lainnya.

BAB V
PERUBAHAH
Pzsal 8
. - . . = - viah

{1y Setiap Kepzla Keluarga wajib melapo:nag gerAnaJan
vang terjadi atas dirinyvea dan Anggota Kelusrganys
vepada Kepals Kelurahan/Desa.

. - [ - - 4 -"1'-\.. (1-

(2 Rewajiban sebagsimsns dimaksud dalam ayst (1)

berlaku bagi Anggots Keluarga apsbila karens
sesusatu hal Kepala Keluarga berhalangan.
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s |

selsmbat-lsmbstnys  dalsm waktuy 14 (empst belas)
heri. perubeshsan yang terjadi stas Kepala Keluargs

dan atau  Anggota Keluargs dicatat dalam Kartu
Keluargs.

(J\Bentuk: ukuran, varna  dan isi laporan perubsharn
sebagaimana  dimaksud dalam

' . ayat (1), distur
lebih lanjut oleh Bupat i Kepals Daerah.

Pasal 10

periilk Kartv Tands Penduduk wajib melsporkan setiap
pertbshan vang terjadi atas dirinvs, selambst-lambat-
nve dalam wektu 14 (empst belas) harj setelah teris-
dinve perubahan dimaksud.

Fasal 11

1) Perplncghan'penduduk diatur sebagzi berikut -

&. perpindahen sntar Kelurahar/Dess dalam sustu
Recamatan dilakukarn dengan surat Keterangan
- = - L - hvd
findah aar: Kerala Relurshan/Dess tempat
LInggs! lams ;

U. Ferpindshnen antar Recamatar dslsnm s=tu Deergh
Cl.zkuksan dengan Surat Keterangen Pindan deari
Camat tempszt tinggal lams ;

¢. Perpindahen antar Dazerah daslam saty Propinsi
dilzkukan dengsn  Surat Keterangan Findah dari
Bupsti ¥Yepala Daeralh Tingkat II tempat tinggsl
lame ;

d. Perpindahern sntar Propinsi Daersh Tingkst I
dilekuran cerngan Suret Keterangan Pincaash dari
Gubernur Kepzle Deersh Tinghet I teuwcst ting-
gal lamz ;

\ . - . . = " : = = 3 e = _li 1< d
(2, Setisp terjedi perpindahan S?bgga}mafi ST?aRqE_

Gzlem syat (1), s=zcera hierarchis harus 11lapor

kan kepada Instansi Atasannys.
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BAB VI
RETRIBUSI

Pasal 12

Pendaftaran

Penduduk Sementara sebagaimana dimazksud dalam
Pasal 3 ayat (1), bagi Wargs Negara Asing di-

pungut

biaya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu

rupiah).

(2) Untuk memperoleh atsun her registrasi Kartu Ke-

luargs
dipungut bisva sebessr Rp.

-
o 3

(KK) sebasgaimana dimaksud dslzm Fassal
1.200,0C (seribu dusz

ratus rupiah}.

Tanda Penduduk sebagsai-

(3) Untuk memperocleh Rartu
mans dimaksud dalam Pssal 6, dipungut biavs
sebsgai berikut
s, Untuk ®WHNI FRp. 1.500,00 (seribu limz ratus
Tus ia.;j- s
b Untuk ¥NA Rp. 3.0006,00 (figs ribu rUDIELy.
Pasal 13
Hasil pungutan retribusi sebagainans dimnaksud dalax
Pasal 12, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

{1) Pelanggaran atau kelslaian
sebagaimans dimaksud dalam Pasal Z,
(1), Passl 5 syat (1), Pasal 6 ayat (1), P
ayat (1) dan (2) dan Pasal 10,

Pasal

terhadap ketentuan
2 Pasal 3 ayal
asal 9

diancam pidana
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repada Penuntut Umum, tersangks atay kelugy
E&~
nva; t indakan lain menuruvt hukuyy,

mengadakan
dapat dipertanggung jawabkan. ym%

(R

) me laksanakan tugas penyidikan, Pn
3 g:észal Negeri Sipil sebagaimana dlmak y“hp
avat (1), waiib mengadakan koordinasj Z ar,
Pejabat Penyidik Umum. g,

BAB IX
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAR

Pasal 16

(1) Bagian Tats Pemerintahan bertanggung jawab zt,.
pelaksanaan Peraturan Daerah 1ini.

(2) Fenga asan umum atss pelakssngan P

N iskukan oleh Inspektorat ¥ila:
pelaks angan Perst
ksud dalam syst (1)
3 tessarnva ditetsg
L& Daera% dan
a

)
o
e

N

8
Eﬂ "

o

(&)
I

S o oo pte
w

Moot o

4V LT 5:11

]
(.

o

L Reterangsn Pendaftarasn Penduduk Semen
: K§1uarga dar Rzrtu Tands Penduduk van
ada sebelur berlakunys Peraturan Daerah ini
ke tetlep berlsku ssmpsi dengan msss berlakun
Keterangsan EendaFtaran Penduduk Sementara.
Relusrgz dan Kartu Tands Penduduk yang berssangku

berakhir.

ct a0 by
.

[wr

L
("'!' m o
2

"1

r
ta
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Pasal 18

n¢ belum distur dalam Persturan Daersh ini
yane

nengenai pelaksanaannya akan diatur 1lebih
wpﬂﬂagieh Bupati Kepala Daerah.
Ten iU

Pasal 189

turan Deerah ini mulai berlasku pada tanggal
rerd
q;undﬁngkan )

pAgar supava setlap orang dapst mengetahuinyaza,
.gerintahkan  pengundangan Persturan Dserah
qum1penempatannya dalam Lewmbaran Daersh
;:gﬁh Tingkat 11 Banyumas.

ini
Kabupaten

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 1984

DE¥AN PERWARILAR RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
RLEUFPATER DAERAH TINGKAT 11 TIHGEAT IT BANYUMAS
BAKYUHAS
RETUA,
CED. Lid CHD tid
5. WARSOKO H. DJOEQO Sup =#7TOXD
Dkwhkan Gleir Gubernur Kepazls Dserzh Tingkst Y} Jswa
‘engeln  dengan Surzt Keputusan tzngssl 23 Fobru-
&ri 1885 Nowor : 188.3/57/1955.
M- : 3 - - < r 3 e Y -
Jitncangran gGzlam Lembaran Dzerzh  Kazbupaien Daers
‘ingkat I1 Banyumas
b - 7 r i : < -
BOmCT 1 Tengga!l 21 April 186EL Seri C
Zekretazris wrlsvait/Daerabh Tingkst I Banvumes
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E T (O O P A
NIA

FIATIIAN DAL AN KABUIATEN DREIAH TTHGERT 1T bhn Y iiny,.

HOMOK 14 TANUN 14914
TENTANG

PENDAPTARAN PENDUDUE, BARTD KELUAKGE AN
KA TARNDA 1 ERDIDUE

I PENJELAGAN TIMUN

Kependuduknn merupnknn suntu mntnlsh ynng penting
Anlam penyslenggnrann Vemer intshn, Venghimpunsn
dute kependudokun yung Lengbng Onn nkurst Berups
knr fakbLor ynigl tntgnt, wembnnthy  Onlne setizp
penyusunsl progret duts Lt inhannnsls pB n o upny s
menees ishbernban behidupnn mueaysrakst, Ulel karens

St sennnt sty hnrins diusshmnn stanys pencstalan

At pendudub selenghing Gl
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, I Banvumas Nomor 12 Tstian 1282
'ﬁ“gw;aﬂ Keemptt Peratvran  Daersh
perV?’ ningkat II Banyvumas Nomor 3 Tahun 1978
¢ Pendaftaran Perrduduk, Rartu Keluarga dan
. Tanda Penduduk Kabupaten Dasrah Tingkst 171

tentang

aghwa Gengan dikeluarkannysa Surat Gubernur Kepals
pserah - Tingkat I Jswa Tengah tanggal € Hei 1893
NomoT 474.4/0075/6 perihal Tertiv Administrasi
gependudukan,  besarnva tarip RTP dan  SKPPS
nengalami kenaiksn, sehingga tarip KTP dan SKEPS
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daersh terse-

put di ates perlu disesusaikan dengan tarip

yarng
L&IU.
Bahwa cleh karena Peraturan Daersh vang mengatur
Pendaftsran Penduduk, Kartu Keluargzs dan Karta
Tanda Penduduk di Ksbupsaten Benvumas telzhn
rengalami perubahan sebanvak 4 kali, sedangkan
menurut Reputusan Menteri Dslam Neger
Tahun

1983 tentang Bentuk Perstursan
Peraturan UDsersgh
Uaersh

1 Nomor 84
Jdaerah da

Perubahan, sustu Fersturs:
Jaerah hsnya dspat diunbah sebanysk-banyaknva 23
f&11 Gan seterusnya harus digsnti dengsn
ran Daerah vang baru, mska untuk me
ba?an tarip tersebut di atss
dalam pentuk Peraturan Daerah Perubshan melainksn
dalam bentuk Peraturan Daersh vang baru

Peratu-
nempung peru-
tidak dituangkan

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4
P

Cukup Jelsas.
asal 5 ayat (1) Yang dimaksud “"keluargs"
adalah sekelompok orang
vang mendiamil sebagian
atau seluruh bangunan
vang biasanva tinggsal

Ksbupsaten
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bersams dan maksp
satu dapur atau seso
yvang mendiami
atau seluruh p

dan mengurus keggiggan
hidupnya sendiri. Yaan
dimaksud "keluarga" zg
sini tidak terbatas paq,
orang-orang yang mempun?
yai hubungan darah sgjs
Dengan demikian istijls},
“keluarga” disebut suat,
rumah tangga.

d&ri

ran
Seb&giaﬁ

Pasal 5 syat (2), (3) _

dan (4) Cukup jelas.

Passl 8 s,/d Pasal 8 Cukup Jjelas.

Pasal 8 avat {1} Kewejiban melaporkearn
perubahan dapst terjad:
antarsa iain karens
velahiran, kepindahan
tempst tinggal, kemsiian
dan sebagsinya.

Pasal 8 zyat (2}, (3} -

dan (4 .- Cukup Jjelas.

Pagzl 10 s/d Pasal 16 Cukup Jelas.

———————— o000 —=——————-
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Lot .
#7.ax GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGEAT I
REFU«¥ET JAWA TERGAH

ROMOR : 188.3/57,18835
TERTANG

_cspeaRAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKE

T
BﬁﬁﬂHAS NOMOR 14 TAHUN 1994 TENTARG PERDATARAN

»
="

-eDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTQ TANDA PENDUDUK.

#1

o

-

GURERNUR REPALA DAERAH TIRGEAT 11

FemDECE : &. Surat Bupati Xzpsls Daerah Tingkat
i1 Banyumas tanggsl 13 Januari 1995
Nomor 1B .3/7156/13%5 cerihsl
permohonan pengesshnan Terstursr
Daeral
o. Peraturan Daerah Ksbupaten Daerah
Tingkat 11 Banyumas Homor 14 Tahun
1994 tentang Pendsaftarsn Penduduk,
Fartu Keluarga dan

Kartu  Tanda
Penduduk ;
ﬁ ] = - " *

tnimbang bahwa tidak ada keberatan untuk menge-

sahkan Peraturan Dsaerah Kabupsten
Daerah Tingkst II dimaksud.
H&ngingat 1

1. Undang-undsng Nomoy 10 Tahun 183C
tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang

Nomor 12/Drt Tahun 1857 tentang

Peratursn Umur Retribusi Daerah ;
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sal 40 avat (4) dsn (. m
g:sal o8 ayat (2) dan (3) / S€rt.
undang Nomor & Tahun 1974

i t
Pokok-pokok Pemerintahan g Dent!ln

(%)

3 residen Nomor
4. Keputusan Presi Tar..
1877 tentang Pendaftaranp pendudggw
Menteri

5. Peraturan Dalag

Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelag.
‘naan Pendaftaran Penduduk -y = '5a

8_'Keputusan Menteri Dalanm Negmj
Nomor 404 Tshun 1977 tentang Pedq.
man FPenyusunan Peraturan .

. Daergp
Tingkat II tentang Rarty Reluargy
Kartu Tanda Penduduk dan Perubmmg
Dalam Rangks Pelaksanasr Pendafig.
ran Penduduk ;

MENUTUSEKAR

rengesshkan Peraturan Dserskh Kabunster

vserah Tingkst II Banyumas Komo- 4

Tahun 1382 tentang Pendsftaran Fendu-

duk. Eartu Kelusrgs dan . Ksrtu Tands

Penduduk, - dengan parubshan sebagal

beriknt

1. Pasgl 1 hurygt 1, perkatasan ‘“ora
VEng menetap s

Daerah maupun"

ng
ecarse  sementars 4i
» dihapus.

pede fIT

2. Pasal 3 &vat (1), diantars perya-
taan ‘Sementara" dan “yang" disi-
Sipkan Perkataan “Wargs Negare
Asing" o B

3. P&S&l 3 &vet (4':" perkataan i.
{enam) byia, bagi Wargs Negars

. Indonesia_dan”,'dihaﬁug. -

Trobasal 12 guat (1) diubah dan dib2
sebagai"erikut':
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“(1) Untuk mendapsatkan BSurst Ke-
terangan Pendaftaran Perduduk
sementara sebagaimana dimaksud
dslsm Pasazl 3 ayat (1) bagi HWarga
Negars Asing dipungut biays sebesar
Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiahj}”.

5. Pasal 14 ayat (2,
“Pidana” diubah dan
“pidans’ . "

perkataan
dibacsa

Ditetsprksan a1 @ S
Pada tanggsal 2

ri. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGERAT I
JAWA TENG2Z

Sekretaris wWilayvah/!

Drs. POEDJIHARDJC

Pervina Utams dve
N I P : Q10 052 £51

SELTRAN . Reputusan ini disampaikan kepads Yth.

P

Henteri Dalsm Negeri di Jakarta ;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan

Deerah ypads Departemen Dalam Negeril ai
3 dengen disertzi 1 (satuj

Ctononri
Jukartsa,
lembar Peraturan Daerah;

utpati Kepzslsz Daerah Tingkat II Banyomas di
. Purwokerto

?t“a DPRD Rabuupaten Daerah Tingkst 11
5 di Purwokertec ;

embanty Gubernur Jawa Tengah untuk  Wilsaysah
§ S8nyumas di Purwokerto

€pals Biro Hukum pads Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

-

3gnyumas
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Sesuai dengsn Aslinya,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGEAT I JAWA TERgan
Pj. Kepala Biro Hukum A4

4

cap. ttd 5 7
SUTJI ASTOTO, SH

Penatz Tingkat I _
NIP : 010 088 157
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